PERATERAN DAER AT KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 0L TAHUN 2004

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DANIZIN MEMBONGKAR BANGUNAN DALAM KOTA PAGAR

ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbany i
b
Mengingat 1

bahwa Lyu pedhembangan pembangunan dalam
Kota Pagar Afam yang semakin meningkat,
maka petly pengaturan.  penataan dan

pengendalian pendinan bangunan;

bahwa untuk memenuhi ketentuan
sebagaimana tersebut huruf a perlu diatur dan
ditetaphan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar

Alam

Undany - undang Nomor 28 Tahun 1960
Tentang  Peraturan  Dasar Pokok - pokok
Agrana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2043).
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Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980
Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2186);

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1995
Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1992
Tentang Cagar Budaya;

Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992
Tentang Penataan Ruang;

Undang — undang Nomor 42 Tahun 1992
Perumahan dan Pemukiman ;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 38391);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999
Tentang  Perimbangan Keuangan  antara
Pemerintah Pusar dan Daerah (Undang -
undang Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara No. 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
Tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
Tentang  Penyerahan Sebagian  Urusan
Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada
Daerah;

Petutoran Pemenntah Nomor ST Lahun j991
Fentang Analisis Mengena Dampak
Lingkungan ;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
Keputusan Presiden Nomor 33 Thaun 1991
Fentang Penggunaan  Tanah Bagi  Kawasan
Lindung ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1987 Tentang Penyusunan Rencana
Kota;

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar
Alam Sebagai Dacerah Otonom

Keputusan “Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Penegahan
dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan
Gedung :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah

dan Peraturan Daerah Perubahan -




Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan ! PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR

ALAM  TENTANG 1ZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN MEMBONGKAR
BANGUNAN DALAM KOTA PAGAR

ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah imi vang dumaksud dengan :

1.

[ T T

Dacrah adalah kota Pagar Alam

Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Pagar Alam

Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam ;

Kepala Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata W alikota Pagara Alam ;
Petugas adalah scorang Pepawa Negeri Sipil pada Kota Pagar Alam
vang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah tugas oleh

Walikota Pagar Alam :

[zin mendirikan Bangunan sefanjutnya disingkat IMB adalah izin urtuk

mendirikan bangunan yang ditctapkan oleh Walikota Pagar Alam ;

Izin membonghar Bangunan adalah izin untuk membongkar bangunan

vang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam |

4

8 Garrs Sonpacta Diar vany sclanuna g distichat GSIadalah gans
rendate e doctephan sl rencana hota

B Gunis Seapacan Bascuran sang sehajutnvg disingkat GSB adalah
gans v Ldak beich dhamipeas oleh denab banzunan ke arah GSJ
vang dit s datam reneana Aoty

10 Perpetac: il indung tanab v any dictaphan batas - batasnya sebagar
SallE suli o dunvan tenvana hota

I Renc i moote waatai renvand vang Jdisusun dalam rangka pengataran
Pemailtaial ey Avld

12 Roefeswn Daow tatian vang selangutny g Jdisingkat KDB- adalah
angha pertiananioan gumlab luas fantar diswe terhadap tuas tanah
PEIPElihal 5 sl deTgin fenvana Kot

3 Noctester Lt Banpunar sany selanputoya Jiangkat KB adalah
anghat pereaste s sambah By scbuieh lanta tethadap Lias tanah
Perpetan s v s denzion rencaing hota

o Dmghun, o ol tayrat sataval kot vang nerapakan Kesatuan
rang s cuatt heindupas dan penehidupan tetentu dalam suatu
sistem peineinbany ais hotasecara heselusuhan

15 Lanphss, o adabal oot helompok bangunan yang
membenich s kesataan pada i ghingan wenenty

1o Linghuny s camparan adalal suatu Dinghungan dengan beberapa
peruntuhan vany ditetaphan doban rencana hota

17 Memburana aduoh setap men ik en membenghar dan nemperburha,
menggaiit ~elurh st sebagian basvanan |

18 Bangunas wdalad Lonstiah s ek vang ditasam ats diletahhan secura
tetap pida Lanan utau peranan

19 Bangunan Gedung adaluh banvunan vang dipergnnahan sehagal waddh

kegtatan anusa




20.

24.

29

Bangunan - bangunan adalah setiap hasil pekeriaan manusia yang
tersusun dan melekat pada tanah atag lantar dasar denvan 4 lantai
maksimum 16 m

Bangunan rendah adalah baneunan vang mempunvai ketimggian mulai

dari permukiman tanah atau bettumpu pada batu - bata fandasan
Bangunan rendah adalah bangunan vang mempunyar ketngeian antara
5 sampai 8 lantar, maksimun 40 m |

Bangunan tenggan adalah baywunan denpan tampak vaup menghadap
ke Jalan mempunyar jarak samping terhadip batas pek ciaman |
Bangunan rapat adalah bangunan denean tampak vanu menghadap ke
jalan tidak mempunyar jarak behas samping |

Bangunan campuran adalah bangunan deapan fobih dan satu jems
penggunaan ;

Bangunan darurat adalah bancunan vang perintukaning ~ementara dan
umur bangunan tidak fehih dan 2 takon .

Bangunan semi permanen adalah haneuran vane -cbovoan honstruksi
utamanya dinyatakan permanen dan eor banewr wava dinyatakan
kurang dari 15 (fima belas) tahun :

Bangunan permanen adalah bangunan yany konstok -« stamanya terdin

dari beton atau kayu atau baja atau bahan Lan o

tmut hangunan

dinvatakan lebih dar 25 (dua puluh hima ) tahun

Bangunan petak adalah bangunan vang salah < arae Iebih dindingnyva

dipakai bersama dan dinding Tannsa mempensos ik cohadap batas

perpetakan ;

Beban mat adalah berat dart semua baman dan wiatn cedung yang

bersifat tetap .

Beban hidup adalah semua beban vang terjade alibat p

wwhunian atay

penggunaan suaty pedung ©

Beban gempy adalah semua beban statk ekivalen yang bekerja pada

gedung vang memberni pengaruh dart gerakan tanah akibat gempaitu |

33 Beban angin adalah semua beban vang bekerja pada gedung atau bagian
gedung vang disebabhan oleh selisth dalam tekanan udara :

34 Perancany bangunan adaluh seorang atau sekelompok ahli dalam bidang
arsitektur vang mennlikiizin Kerja |

35 Perancang stiuktur adalah seorang ahli atau scketompok ahli dalam
bidang struktur konstruks:

36, Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan adalah seorang atau
sekelompok ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan
yang memiliki izin bekerja;

37 Direksi Penpawas adalah seorang atau sekelompok ahli badan yang
bertugas  mengawasi pelaksanaan pekerjaan  membangun  atas
penunjuban atas pemibhan bangunan sesuai dengan ketentuan izin
membangun |

38 Pemborony udalah seorang  badan vang melaksanakan kegiatan
membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin

39, Pengkap weknis bangunan adalah scorang - sekelompok ahli 7 badan
yang beitugas wenghaji kelayakan bangunan dalam sepala aspek
teknisnsa

40, Peranch adalah siruktue pembaniu sementara di dalam pelaksanaan
suatu bangunan untuh menunjang pekerjaan strubtur bangunan :

41 Pagar Proseh adalah pagar vang didicikan pada lahan proyek untuk
batas pengaman provek selama masa pelaksanaan ;

42, Kompartemen adalah wsaha untuk mencegah penjalaran api dengan

membuat pembatas dinding Lant kolam, balok yang tahan terhadap api

untu' wakiu yan sesuar dengan helas bangunan |




44,

45.

40.

47,

48.

49

50.

51

52.

Alat pemadam api ringan adalah  pemadam  api vang mudan
dioperasikan oleh satu oranp. digunakan untuk memadamkan ap) pada
awal terjadinya kebakaran ;

Hidrant Kebakaran adalah suam sistem pemadam kebakaran dengan
menggunakan air bertckanan dafam upava penyelamatan pencegahan
dan perlingungan terhadap brhava kebakaran

Sprinkler adalah suate sistem pemancar air vang bekerja secara
ototmatis bilamana suhu rvang mencapai suhu tertentu ’

Pipa peringkat air kering ( Dry Riser ) adalah pipa koseng dipasang
dalam gedung atau arcal gedung untuh memudahkan pemasnkan air dari
mobil pompa kebakaran guna mengalirkan air bila terjadi kebakaran
Pipa peningkat air basah (wet riser) adalah pipa vang secara tetap teris
air dan mendapat aliran tetap dan sumber air vang dipasang dalam
gedung atau di dalam areal bangunan

Alarm kebakaran adalah suatu alat pengindera yang dipasang pada
bangunan gedung yang dapat memberi peringatan ateu tanda pada saat
terjadinya suatu kebakaran ;

Tangga Kebakaran adalah tangpa vang dircncanakan khusus untuk
menyelamatkan jiwa manusia pada waktu terjadi kebakaran :

Pintu kebakaran adalah pintu vang langsung menuju ke tangga
kebakaran atau jalan keluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi
kebakaran ;

Ketahanan terhadap api adalah sifat dari komponen struktur, untuk tetap
bertahan terhadap api tanpa kehilangan funpsinva sebagai komponen
struktur, dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam jam

Komponen struktur utama adalah bagian bagian bangunan gedung

vang memikul dan meneruskan beban ke pondasi -

3 Komporen < an o begtan bagunan gedung bark yang
memrhul Foban aapen bdak

4 Instalass o sopan banoanan adulah instalasy dan perlengkapan
pada bue s Lun bangunan dJan. atau pekarangan yvang
diginabar anton nernmanr terapanya uisur khenyamanan,

heselanat o homamia s dan orobihitas dalam bancunan

AN Penthacawe visiah Lorsnohs vany berada palmy atas trdak beratap,

vang divags

So o Peremapaan bnphur o adalah suatu penataan kembalt bangunan dan

lmghunes

Bangunan oy

rumah. b atacempa peheam subaata tempat iburan ek ieas,

Mt atan abias bt pony empurmaan st ang werbuha

58 Membonehar tanvenane adaluh memaduhan sebagian atau seluruh

bangunun itk i seg st dan atag homstruhsi -

BABII
FZIN MENDIRIK AN BANGUN AN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 2

(B Setap heiaan inembangan bungunun dalam Daersh wayib memilig

imb terlebid daisudn dan kepala Daciah
(2) IMB sebacannang dimabsud avat i | pasab i diperunakan untuk

a Metdimbhan Buneanan bary

stk mendubaaz instadast dan pedengkapan bangunan

JikLieatihasihan mengads 4 vaity o wisma atau



(n

3

(h

2)

b Mendirtkan bangunan tambahan pada Sareunan vane sudah ada

c Mengubah sebagian ataw seluruh bangunan vane sudah ada .
Selain harus memiliki IMB sebaganmana dimakeud avat (1) Pasal int.
harus dipenuhi pula ketentuan tam vang berhattan denpan kegiatan

mendirikan bangunan ;

Pasat 3

Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimakud psal 2 oavat (2)

Peraturan Dacrah ini, pemohen tedlehih dabulu harus meneajukan surat
permohonan tertulis. kepala Kepala Daerah
Tata cara dan persvaratan  persyaratan sang b s dilengkapt oleh
pemohon sebagaman maksud avar (1) Pasal oy diter ipkan dengan
Keputusan Kepala Daerah ;
Proses pembuatan sural INMB dari Pemenntah kota dalam waktu
selambat - lambatnva 30 (tiga puluh) han Lalender sejak tanggal
ditertmanya permohonan harus sudah selesai
Permohonan IMB dapat diterima sehagaimana dimaksud avat (3) Pasal
mi. setelah  kefengkapan persyaratan permohonan dilengkapi  oleh
pemohon |

Pasal 4
Pemohon IMB ditanggnhkan penvelesaiannva jtha pemohon tidak
melengkapi atau memennhi persvaratan teknis dalam jangka waktu
vang ditetapkan .
Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya denpan Persyaratan
IMB. penyelesaian permohonan 1zin dimaksud dapat ditangguhkan

sampai ada penyelesatan sengketa

(33 Keputusan penangguhan penyelesasan 1MB sebagamana dimaksud avat

(1) ayat (21 pisa i diberitahuhan secara tertulis kepada pemohon

dengan discrran alasan

(4 Permohonan INIB vany dianpguhkan sebagaimana dimaksud pada avat

(3) pasal i pembentahuan disertar alasan alasan penolakan.

Pasal 8

Kepala Daerah dapat menolak Pemohonan INMB apabila

a. Berdasarkan ketentuan vang berlahu hegratan mendinthan bangunan

akan m:lanpgar ketemban umum atau merugikan hepentingan umum ;

b Kepentingan pamukiman masyar.hat setempat ahan dirugikan atau

penggunanys dapar membshayakan kepentingan wmum, kesehatan dan

Keserastan lmykunpan |
[ Permobon betum st ndak melak sanhoan permtah teiohy yang
diberikan sebagai salah satu sy arat Gprosesnya permohonan ;
d Bedentangan dengan ketentuan ketentuan vany ditetapkan dalam
rencana kota
Bagian Kedua

Pembekuan dan Pencabuian serta Pembatalan lzin

Pasal 6

() Kepala Dacrah dapat membekuhan IMB apabtla dikemudian hari

ternyata sengheta penpaduan dan pihak hetrga, pelanggaran atau

kesatahan tehins dulam membangun |

(2)  Pembekuan  IMB  scbagaimanc  dimaksud avat (1) pasat

diberitahukan secara tertulis hepada penulik IMBH dengan disertai

alasan ;



(3)

)

(4

(D

Pemilik imb diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sccara
tertulis kepada Kepala Dacrah, pembuktian penyelesaian sengketa dan
mematuhi ketentuan atas pelanggaran atau kesalahan toknis dalam
membangun ;

Apabila pemilik IMB telah menvelesaikan senpketa, pengaduan dai
pihak ketiga, mematuhi ketentuan dalam membanyun. Walikota akan

mencabut surat pembekuan secara tertulis kepada Pemilik 1MB

Pasal 7

Kepala Daerah dapat mencabut INTB apabila

a. IMB berdasarkan kelenghanan persyaratan izin vang diajukan
dan keterangan pemohon yang ternvata tidak benar |

b. Pelaksanaan dan pembangunan menyimpang dati persyaratan
yang tercantum dalam surat [\MB

c Dalam waktu selama - lamamnyva 6 (enam) bulan ternyata suatu
keharusan vang berdasarkan peraturan peraturan vang tidak
dipenuhi

Keputusan pencabutan surat IMB sebagaimana dimaksud pasal ini,

diberikan secara tertulis kepada pemilik 1MEB tersebut dengan alasan -

atasan |

Ferhadap bangunan yanp telah icabut surat 1MB sebagaimana

dimaksud ayat (2} pasal ini, 6 buian terhitung sejak pencabutannya dan

tidak ada penyelesatan lanjutan. maka bangunan hams dibongkar paksa

oleh Kepala Daerah denpan biava dibebankan kepada pemihk IMB.

Pasat §

Surat IMB dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya apabila dalam
jangka waktu 6 bulan berturut - turut setelah tanggal penetapan surat
IMB betum dimulai pelaksanaan banguaannya, atau pekerjaan yang
dilaksanakan tidak diteruskan dan dianggap hanya berupa pekerjaan
persiapan. kecuali ada pemberitahuan secara iertulis ;

Jangka waktu sebgaimana dimaksud ayat (1} pasal i dicantumkan
dalam surat IMIY

Perpanjangan waktu surat INB sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
TERTIB BANGUNAN

Pasal 9

Pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai oleh pemohon
setelah surat IMB ditetapkan oleh Kepala Dacrah B

Untuk pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan sebagaimana
dimaksud avat (1) pasal ini, kepada pemohon ditertibkan izin
pelaksanaan mendirikan bangunan oleh Kepala Daerah :

Setiap bangunan yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana -
d tetapkan dalam surat 1zin pelaksanaan harus dibongkar atau dilakukan
penyesnaian - penyeseuvaian schingga memenuhi ketentuan yang

ditetapkan dalam surat IMB.
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2)
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Pasal 10
GSJ dan GSB yang telah ditetapkan dalam rencana kota tidak boleh
dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui  seluruhnya atau
sebagian dani bangunan :
Apabila GSJ dan GSB sebagaimana dimaksud a'yat (1) pasal ini belum
ditetapkan dalam rencana Kota, Kepala Daerah dapat menetapkan GSJ
dan GSB yang bersifat sementara untuk lokasi tersebut i
Penetapan GSJ dan GSB yang disyaratkan dalam surat IMB
sebagaimana dimaksud auat (2) pasal ini dipatok di lapangan oleh Dinas
Tata Kota Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam rencana kota.
Izin mendirikan Banguran akan diberikan dengan ketentuan batas -
batas bangunan terhadap GSJ sebagai berikut :
a. Untuk jalan Negara 20 M dari AS badan jalan kiri dan kanan
b. Untuk Jalan Propinsi 16 M dari AS badan Jalan kin dan kanan
c. Untuk Jalan Kabupaten 12, 50 M dari AS badan jalan kiri dan
kanan
d Untuk Jalan dalam kota, akan disesuaikan dengan kebutuhan kota
dan ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Bangunan tertentu berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan penggunaannya

harus dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap
lalu lintas udara atau lalu lintas sungai.

Pasal 12

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan :

a

2)

63

(1)

Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan
yang bersifat biasa atau rutin ;

Mendirikan kandang pemeliharaan binatang dan isinya tidek lebih dari
10m?;

Petbaikan - perbaikan yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13
Selama pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan, pemilik IMB
pelaksana bangunan harus menjaga keamanan. Keselamatan bangunan

dan fingkungan serta tidak boleh mengganggu  ketentraman dan

keselamatan masyarakat sekitarnya ;

Setelah selesai pekerjaan mendirikan bangunan 7 X 24 jam pemilik
IMB atau pelaksana bangunan diwajibkan menyampaikan laporan
secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

Pelaksana kegiatan membangun pada bangunan tertentu harus dilakukan

oleh pemborong dan diawasi oleh direksi pengawas yang memiliki surat

izin dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Ketentuan tentang pemborong dan direksi pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 1§
Pemborong dan direksi pengawas bertanggung jawab atas kesesuaian

pelaksanaan terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin ;




Direkst pengawas harus melaporkan secara tertalis dimulainya kegiatan
membangun secara tecinei dan berkala kepuda Kepala Dacrah
Apabila terjadi penynnpangan dalum kepiatan membangun dan atau
terjadi akibat negatit’ lainnya, direkst pengawas harus menghentikan
pelaksanaan kegiatan membangun dan melapdikan kepada Kepalu
Dacrah.

L7

Pasal 16

Segala herugiun pihak Jan yang tmbul akibat peluhsenaan kegiatan

membangun, menjadi beban dan tangeungiaw ab pemborong dan atau pemitik

bangunan

(h

Bagian Keempat
PENGENDALIAN PEMBANGUN AN DAN BANGE NAN

Pasul 17
Setiap perencanaan duin perancanyan bangunan sehan hitus memenuh;
Ketentuan teknis vang berfaku, juga haus mempetamhanghan sepi
heamanan, heselamaton, heserasian bunguran dan Jingiungan baik dar
segtarsitektur, housteuhsi, instalast dan perlenyhapan bangunan

temmasuk keamanan dubam pencepahan penar

wubangan kebakaran

Perencanaan  dan perancangan bangunan haus dilakukan dun

dipertan

snggav abhan oleh para bl sany mamilihe iz bekerya

sesuar brdanpnya nan s mastny terdu Jda

a Perancang aritehtar bangunan

b Perimcany strakias Laguna

N Perancang insidaa dun peddenekapa bantanan
o

Para akh porencana dan perancang harus mennhiki rekomendasi dari

iKg.an organsas profest vang diakut oleh Pemenintab .
Surat wa bekenja sebagimana dinaksud pada avat () pasal i

ditetapha cleh Kepaly Dacrah

Pasil 1o
Dalam ~etiap perencanaan dw perancangan bangunan,  permlik
bangunae dive.nbhan mienuneh ahle sebagwman dimaksud dalam

pasai 170 Gevwal anwh Baagenan tertentu dietaphan oleh Kepala

Daerah

Penuhk &

aat owaph mebentdhuban secara tertulis kepada

Kepala Dacia

wipadt pe

cantian Crdheangan dan atau

perenai,

Pasal 19

Gambar | orene e Do o anpae banzunan antws tare terdin dan

4 Caf et abstichton

b o peiatanzanintalas dan perlenghapan bangunan |
< Goreloan s podinungzas tstabast dan perlengkapan bangunan .
d Gusto e da perhieee can L vang ductaphan, getaran serta

Camlbo anperlenchapan bangunan

b L s dan wnba s gan atsitek i

e

v

drunan sebaganmana dimaksud

Jvoonadban dalan

pada

ar yany dengan
drient o Lo poathen penepteam muang bahan serta

metata . L Siepadan dan coemsina
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(H

(2)

Penyajian rtencana dan rancangan bangunan untuk pemeliharaan,
perluasan atau perubahan. harus digambar dengan jelas, baik keadaan

yang ada maupun pembaharuan, perluasan atau perubahan dimaksud.
Pasal 20

Rancangan Arsitektur suatu bangunan atau kompleks bangunan, harus
serasi dengan Keseluruhan bangunan yang terdapat dilingkungannya
dan sesuai dengan peruntukannya

Kepala Daerah asitektur menetapkan ketentuan teknis lebih lanjut
tentang perletakan bangunan secara teknis perubahan dan penambahan
bangunan, dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian

lingkungan serta kaidah perencanaan kota

Pasal 21

Kepala Dacrah dapat menetapkan dalam suatu lingkungan, untuk

menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial

(h

Bagian Kelima
PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PEKARANGAN

Pasal 22
Bangunan atau bagian bangunan dan pekarangan harus dalam keadaan
terpelihara sehingga dapat tetap digunakan sesua dengan fungsi dan
persyaratan dalam surat IMB yang telah dikeluarkan serta tidak

mengganggu segi kesehatan, kebersihan dan keamanan:

(2) Dalam hal pemeliharaan bangunan, bagian bangunan dan pekarangan
yang memerlukan keahlian. harus dilaksanakan oleh pelaku teknis
bangunan sesuai dengan bidangnya |

(3) Tata cara dan persyaratan pemeliharaan bangunan, bagian bangunan

dau pekarangan tertentu ditctapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23
(1) Pemilik bangunan atau pekarangan wajib melaksanakan atau
mengizinkan dilakukan pekerjaan - pekerjaan yang menurut Kepala
Daerah dianggap perlu berdasarkan pemberitahuan secara tertulis ;
(2)  Pekerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa ini harus
dilaksanakan dalam jangka waktu yang tercantum dalam

Pemberitahuan

Pasal 24

Kepala Daerah dapat memben kelonggaran teknis pada pembaharuan seluruh

atau sebagian dan bangunan. jika dengan pembaharuan tersebut di dapat

keadaan atau hngkungan yang lebih baik.
Pasal 25

(1) Kepala Dacrah dapat menetapkan suatu bangunan baik segian atau
keseluruhan tidak layak dihum Bouvalliq atau digunakan ;

(2)  Jika dstinjau dan struktur bangunan dan janingan instalasi serta dapat
membahayakan penghum dan atau lingkungan ;

(3)  Kepala Dacrah dapat  memenintahkan penghuni untuk segera
men-osongkan dan menutup bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal im dalam jangka waktu tertentu serta mengumumkan
status  bangunan tesebut berada dibawah pengawasan pemerintah

daerah .




(4 Apabila bangunan sehagarmana dimahaud pada oo

N

il i sudah
dikosongkan, pembengharan didakukan sendin oo voaphuni atau
pemitik datam jangka wakiu tertenty

() Apabila ketentuan tertentu schaganmana dimebsued ol avat (2) dan
(3) pasa ini, udah dilaksanahan oleh penchust atw pemilik,
pelaksanaan peneosongan dan atau pembengkacan dilahukan oleh

Kepala Daerah atas beban biava pemuik bangnaan

Pasat 26
Terhadap kegiatan membangun bangrnan dan atan bagran bapunan yang
terkena ketentuan peremaaan lingkungan Kepala Daciah dapat memberikan
pengecuatian  apabila bangunan dan  atau  bagian bangunan  tersebut
.
dinyatakan  sebagai  bangunan  vang  perly dilindungt  dan dijega

kelestartannya

Pasal 27
Terhadap kegiatan membangun bangunan dan atau bagian banpunan yang
terkena ketentuan peremajaan linghungan Kepala dacrah dapat memberikan
pengecualian  apabila bangunan  dan  atwm bagian  bangunan  tersebut

dinyatakan sebagai bangunan yang pertu dilindungi dan dijaca keletariaanya.

BAB I
KETENTUAN TEKNIS MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
KETENTUAN ARSITEKTUR LINGKUNGA
Pasal 28

(1) Setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam
rencana kota
() Penggunaan jenis bangunan pada lingkungan peruntukan schagaimana

dunaksud pada ayta (1) Pasal ini
1. Klasitikas: Bangunan Menurut Penggunaanya terdiri dari -

a Bangunan rumah tinggal ;

b. Bangunan non rumah tinggal ;

C. Bangunan campuran ;
d. Bangunan khusus.
2. Klasifikasi Bangunan menurut Ketinggiannya terdiri dari -
a. Bangunan rencah (1sampai dengan 4 lantai dan atau tinggi

maksimum 20 meter)

b. Bangunan tinggi 1 : 5 - 8 lantai (tinggi .40 meter )

c Bangunan tinggi I : 9 lantai (tinggi > 40 meter;
d. Bangunan Konstruksi khusu.

3 Klasifikasi Bangunan menunt kualitas konstruksi terdiri dari :
a. Bangunan Semi Permanen ;
b. Bangunan Semi Perman. n
[ Bangunan Tidak Permanen

4. Klasifikasi Bangunan rumah tinggal menurut typenya terdiri dari
a. Rumah Tunggal

b Rumah Gandeng 2.3 dan 4 ;
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[ Rumah Kelompok ( 5-10 Memt )
d. Rumah Deret ( Row House )
e Rumah { Apartemen )

5 Klasifikasi Bangunan Non Rumah Tunggal menutut typenya
terdin dari ) .
a Bangunan Perkantoran
b. Bangunan Kuntor Pos

Bangunan Perniagaan-Perdagangan

c
d. Bangunan Bank

€. Bangunan Perhotelan

f Bangunan Perbelanjaan:Supermarket

2. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Muscum
h. Bangunan Pendidikan

1. Bangunan Perpustakaan

) Bangunan Otah Raga

k. Bangunan Peribadatan

1. Banguuan Pasar

m.  Bangunan Pertemuan, restoran

n, Bangunan Industri ( Gudang, Bengkel, Pabrik )
o. Bangunan Kesehatan

p. Bangunan Praktek Dokter

6. Klasifikasi Bangunan Khusus menurut typenya terdin dari :
a. Bangunan Militer/TNI/POLR]
b. Banguuan Pelubuhan Laut
c. Bangunan Bnadar Udara
d. Bangunan Stasiun dan Terminal
22
() Hal hal vany dimungkinkan adanya pengunaan lain sebagi pelengkap

atau penumjang Kegiatan utama berupa bangunan campuran adalah
a Semua  basgunan  dengan  status  induk  bangunan
perumahan ditmabah industii (ringan, kerajinan, rumahan
b dan bukan sehaliknya |
b Semua  banpunan  dengan  status induk  bangunan
peramahan ditambah kelembagaan dan bukan sebalinya :
¢ Semua bangunan dengan status induk bangunan wmum
ditambah perntagaan dan bukan sebaliknya :
d Semua banpunan dengan statos induk bangunan wmum
ditambah kelembagaan dan bukan scbaliknya :
¢ Semuna banpunan denpan status iduk bangunan industi
ditambah perniagaan dan bukan scbaliknya ;
f. Semna bangunan dengan status induk bangunan industri
ditambah kelembagaan dan bukan scbalinya :
g Semta  bangunan  dengan  status  induk  bangunan
kclembagaan ditambah perniagaan dan bukan sebalinva ;
h Semua bangunan dengan status induk  bangunan
pendidikan ditambah bangunan semua atau perniagaan
atau kelembagaan dan bukan sehaliknya :
(i) Setiap bangunan yang didirikan pada dacrab perentuhan campuran,
harus aman dani bahaya pencemaran lingkungan, bahaya kebakaran

dan bahava banjir |

Pasal 29
1) Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus dirancang
dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan memudahkan upaya

penanggulangan bahaya kebakaran |

23




(N

Pada  lokasi fohant tenentu Repata Dacrah dapat menetaphan
.

pengarahan rencana we Jetan badgvian datum watu bagian

linghungan

Pasal 30

hepala Daetab dapat menctaphan suau Tohas Minsus uiitel, bangunan

fas:

lilitas umum, dan fasilitas sostal dergan terap memperhattk s, keamanan

keschatan, keselamatan serta heserasian hinghunean

Pasal 31

Penempatan bangunan bangusan tdah boleh mengganpey ketertiban

umun, lalu Tintas, praswana kota dan pehwangan, bentuh arsitektu

bangunan dan lingkungan setta harus memenuhi hehuatan struktur dengan

memperhaitkan keserasian, hesehunatan dan keaminan fmghungan

Pasal 32

Pada lingkungan bangunan terientu Kepala Daerah dapar nenetapkan

ketentuan pengganaan setiap lantai dasar atau lantai lainnya pada bangunan,

untuk kepentingan umum.

Pasal 33

Pada daerah atau lingkungan terientuy Kepala Daerah dapat menetapkan tata

cara membangun yang harus ditkuti dengan memperhatihan keamanan,

keselamatan, keindahan dan keserasian hngkungan

(H

(0

(2

Pasal 34
Setiap bangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan
yang mengganggu harus dilengkapt dengan analisis mengenai dampak
lingkungan :

24

Setiap bangunan yang menphasilkan limbah atau buangan cair dan
padat lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilengkapi
dengan sarana pengolah limbah untuk menteralisir limbah dibawah
buku mutu sebelum dibnang ke saluran umum,

Bangunan vang menghasilkan asap dan debu harus dilengkapi dengan

alat penyating

Pasal 35

Bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan KD dan KLB
sesual dengan rencana kota vang ditetapkan |

Kepala Dacrah dapat memberikan kelonggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasa ini untuk bangunan perumahan. bangunan
wmum dan bangunan sostal dengan memperhatikan keserasian dan
arsitektur lingkungan : ‘
Kepala Dacrah dapat memberikan kelonggaran ketentuan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk bangunan umum yang
menyediakan ruang terbuka lebih luas (KDB) lebih kecil dengan

memnperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan,

Pasal 36
Setiap banpunan yang didinkan harus sesual dengan rencana
perpetakan yang diatur dalam rencana kota ;
Apabila perpetakan tidak dipenuhi atan tidak ditetapkan maka KDB
dan KLB ditetapkan berdasarkan luas tanah di belakang GSJ yang
dimiliki ;

1 3%3
o




(2

3)

Penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan
ketentuan  KDB  dan  KLB tidak  dilampaui, dan  dengan
memperhitungkan keadaan lapangan, keserasian dan keamanan -
lingkungan serta memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Untuk tanah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan luas minimum

perpetakan, Kepala Dacrah dapat menetapkan lain dengan mempeihatikan

keserasian dan arsitektur lingkungan.

Pasal 38

Letak pintu masuk utama bangunan harus berorientasi ke jalan umum.

Pasal 39
(1) GSB ditetapkan dalam rencana kola

Kepala Dacrah dapat menetapkan lebih fanjut tentang petletakan

bangunan terhadap GSB. dengan memperhatikan keserasian, keamanan

dan arsitektur lingkungan ;

(2} Bagian Bangunan yang bolch melampaui GSB adalah

a Teras terbuka (udak pakai tiang) 1.50 meter;
b. Baleon 1,50 meter .

[ Luifel 2,50 meter tinggi minimum 3,00 meter ;
d. Peritisan atap 1.50 meter .

e Rumah Jaga luas maximum 4 m*

£ Gapura (pintu gevbang) 00,

Pasal 40

Dalam hal Pembangunan layang di atas jalan umum, saluran dan atau
sarana lainnya, harus lebth dahulu mendapat persetujuan dari Kepala
Daerah .

Bangunan layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa ini tidak
boleh mengganggu kclancaran arus lalu lintas kendaraan, orang dan
barang, tidak mengganggn dan merusak sarana kota maupun prasarana
jaringan kota yang berada di bawah atau di atas tanah, serta tetap

memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan,

Pasal 44

Bangunan vang akan dibangun dibawah tanah melintasi sarana kota

harus mendapat izin Kepala Daerah dan harus memenuhi persyaratan

a Tidak diperkenankan unwk tempat tingpal |

b. Tidak menggangen funpsi prasarana (jaringan kota ) dan sarana
kota vanye ada

c Sitkulia vdara dan pencahavaan harus memenuhi persyaratan
kesehatan pada schap Jenis bangunan scsuai dengan fungsi
bangunan

d Memilike sarana khusus bagi keamanan  dan  keselamatan

pem k. bangunan

Pasal 42

mpunan vang dibangun diatas atau & datam air harus mendapat izin dart

Popata Dacrah dan harus memenuhi persvaratan

Sesual dengan rencana kota |

Aman terhadap pengaruir negatif pasang surut aie,




Penggunaain tdah  menpyrangeu Rescunbonyan hnchungan tidab
menimbutkan perutahan arus ae yang dapat merusah hnghungan
sehitarnya, nengpeangyu Labu fodss aar dae odak aiemmbulkan
penvemaran .

Penguunaan bahan vang wvan terthadap herusahan Karena
Sirkulast udara dan pencahayvasn haivs memenuhr  persyaratas
keschatan pada setiap jenns banganan seaua dongan fuzs bangunan,
Ruangan dalam bangunan dibawah anr harus menulih swana Khuses

bagi keamanan dan hesclamatan pemakar banpanan

Pasal 43

(1) Pada dasar hantwan udara (ransmisy) tegangan tunggi, letah
bangunan mintnal 125 mcter dan jalur tegangan tapgt terluas
serta tinggs bangunan tidak boleh melampaui gans sudut 45°
(empat pulub hia derajat. vang dinkue dun judur tepangan tinggi
tertuar;

(2 Kepala daersh dupat menctapkan lain dengan memperhatikan
pertimbangan para ahli dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 44
Bangunan yang didiikan  haws  berpedoman pada ketinggian
lingkungan bangunan yang ditetapkan dalam rencana kota |
Kepala Daerah demi kepentingan wmnum teitente dapat memberi
kelonggaran dan batasan atas hetinggian bangunan pada lingkungan
tertentu dengan memperhatikan keserasiubn lingkungan, KDB dan

K1.B serta keamanan terhadap bangunan

28

Batasan atas ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (
2) pasal ini pada daerah tertentu harus mendapatkan rekomendasi dari

instansi yang bersangkutan

Pasal 45
Setiap perencanaan bangunanharis memperhatikan bentuk dan
karakteristik arsitektur lingkungan yang ada disekitarnya
Setiap bangunan yang didirikan berdampingan dengan bangunan cagar

budaya harus serasi dengan bangunan pemungutan tersebut

Pasal 46

Ketinggian pekarangan yang berdekatdn harus dibuat sedemikian sehingga

tidak merusak keserasian lingkungan atau merugikan pihak lain.

Pasal 47
Bagi daerah yang belum mempunyai rencana teknik ruang kota,
Kepala dacarah dapat memberikan persetujuan membangun bersyarat
pada daerah tersebut ;
Apabila dikemudian hari ada penctapan rencana teknik runag kota,
maka bangunan tersebut harus disesuaikan dengan rencana kota yang

ditetapkan .

Pasal 48
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan sementara untuk
mempertahankan jenis penggunaan lingkungan bangunan yang ada
pada perumahan daerah perkampungan yang tidak teratur, sampai
terlaksananya lingkungan peruntuhan yang telah ditetapkan dalam

rencana kota .
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(2)

()

@

3

@)

Pada lokasi tertetnu, Kepala Daerah dapat menetapkan jenis bangunan
tertentu yang bersifat sementara dengan pertimbangan segi keamanan,
pencegahan kebakaran dan sanitasi lingkungan ;

Pasal 49
Lingkungan bangunan pada dacrah yang sencang ;\nlunyn bedun dapat
ditetapkan untuk sementara masih diperkenankan mcmpcrlahank'an
peruntuhan dan atau jenis penggunaan yang adas ejach tidak .
menganggu kepentingan umum dan keserasian kota R
Bangunan yang ada dalam lingkungan yang mengalami perubahan
rencana kota, dapat melakukan perbaikan, sesuai dengan peruntuhan :
Apabila  dikemudian hari ada pelaksanaan rencana kota, maka
bangunan tersebut harus disesuaikan dengan rencana kota yang
ditetapkan ;
Pada lingkungan bangunan tertentu, dapat dilakukan perubahan
penggunaan jenis bangunan yang ada, selama masih  tetap
memperhatikan keamananm keselamatan, Kesehatan serta gangguan

terhadap lingkungan dan kelengkapan fasilitas gangguan terhadap

lingkungan dan kelengkapan fasilitas da utilitas sesuai

dengan

penggunaan bary,

(1)

Pasal 50

Atap dan dinding bangunan dalamlingkungan bangunan vang letaknya

berdekatan dengan bandar udara yang tidak diperkenankan dibuat dari
bahan yang menyilaukan ;

(2)  Kett

nggian bangunan sebagimana dimaksud pada ayat ( | ) pasal ini,

serta perlengkapan bangunan, tidak diperkenankan menganggu laly
lintas udara.

"

2)

(h

(2)

)

(2)
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Pasal 51
Setiap perancangan arsitektur lingkungan harus memperhatikan
tersedianya sarana dan prasana yang memadai sesuai dengan standar
lingkungan dan persyaratan teknis yang berlaku | ,
Setiap perancangan arsitektur lingkungan tidak boleh merugikan
lingkungan sekitarnya yang telah ada, tidak boleh menutup jalan umum

maupun menutup saluran air

Pasal 52
Kepala daerah dapat menetapkan suatu daerah sebagi daerah bencana,
daerah banjir dan sejenisnya
Pada daerah bencana sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini,
Kepala daerah dapat menctapkan larangan me.mbangun atau
menetapkan tata cara membangun dengan mempertimbangkan

keamanan dan kesehatan lingkungan.

Pasal §3
Kepala Daerah dapat mene.tapkan lingkungan bangunan yang
mengalami kebakaran sebagi daerah tertutup dalam jangka waktu
tertentu dana tau membatasi, melarang, membangun didalam daerah
tersebut. | ‘
Bangunan - bangunan pada lingkungan bangunan sebagimana
dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini. Dengan memperhatikan keamanan.
Keselamatan dan kesehatan diperkenankan mengadakan perbaikan
darurat, bagi bangunan yang rusak atau membangun bangunan
sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan

tertentu dan dibebaskan dari izin
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(3)  Kepala Dacrah dapat menentukan daerah sebagimana dimaksud pada

f

ayat { 1) pasal ini, sebagar daeri h peremajuan kota

Bagian Kedua

Persyuratan Arsitektur bangunar

Paragrap 1

Persyaratan Tata Ruang

Pasal 54
Dalam perencanaan suatu lingkungan bangunan, harus dibuat perencanaan
tanpa menyeluruh yang mencangkup rencana penggatian dan pergurungan,
sirkulasi kendaraan orang dan barang, pola pikir, pola penghijauan, ruan;
terbuka, sarana dan prasarana lingkungan serta sesuai dengan  standar
lingkungan dan pemukiman berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,
Pasal 55
Tata letak bangunan didalam suatu tapak harus memenuhi ketentuan tentang

Jarak bebas yang ditentukan oleh jenis perungukan dan ketingyian bangunan.

Pasal 56

(1) Setiap bangunan harus memnuhi persyaratan fungsi utama bangunan,
keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian
lingkungan ;

(2)  Suatu bangunan dapat terdiri dari beberpaa ruangan dengan jenis
penggunaan yang berbeda, dengan memperhatikan keserasian,
keamanan, kebisingan dan arsitektur lingkungan sepanjang tidak
menyimpang dari persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan
Dacrah ini ;

32

kesehatan, keselamatan dan keamanan bangunan sebagaimana diatur

dalam Peraturan daerah ini.

Pasal 57

(D Penambahan lanta atau tingkat pada suatw bangunan diperkenankan
apabila masih memnuti batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana
kota, sejauh tidak melebihi KLB dan harus memnuhi kebutuhan serta
serasi dengan lingkungannya

(2)  Penambahan latai tingkat dimaksud pada ayat ( | ) pasal ini, harus
memnuhi persyaratan keamanan struktur sebagaimana diatur dalam
peraturan Daerah ini dan harus mendapat izin terlebih dahulu dari
Kepala Daerah

Paragraf 2
RUANG LUAR BANGUNAN

Pasal 58
Ruang terbuka diantara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai unsur
penghijauan dan atau daerah peresapan air hujan serta kepentingan umum
lainnya.

Pasal 59
Ketentuan sementara tentang tata cara dan persyaratan membangun pada

daerah - daerah yang rencana kotanya belum dapat diterapkan oleh Kepala
Daerah

Pasal 60
Bagian atau unsur bangunan yang dapat terletak di depan GSB adalah :
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)

Detail atau unsur bangunan akibnat keragaman rnacangan arsitektur dan
digunakan sebagai ruang kegiatan.

Detail atau unsur bangunan akibat rencana perhitungan struktur dan atau
instalasi bangunan ;

Unsur bangunan yang diperlukan sebagai sarana sirkulasi

Pasal 61
Pada cara membangun renggang, sisi bangunan vang didifikan harus
mempunyai jarak bebas tidak diabgnun pada kedua sisi simpang kiri,
kanan, bagian belakang dan bagian depan dibataskan dengan
pekarangan sebagimana diatur dalam peraturan Daerah ini
Pada cara membengun rapat tidak berlaku ketentuan pada ayat | ) pasa
ini, kecuali jarak bebas bagian belakang.

Pasal 62

Pada bangunan renggang dari lantai 1 sampai dengan 4 jarak bebas ramping

maupun jarak bebas belakang ditetapkan 4 meter dan pada setiap penembahan

lantai berikutnya jarak bebas diatasnya ditambah 0.50 meter dari jarak bebas

lantai dibawahnya kecuali banguna rumah tinggal,

(n

(2)

(1)

2)

(1)

(h

Pasal 63
Pada bangunan rapat dari lantai satu hingga lantai empat, samping ki
dan kanan tidak ada jarak bebas. sedangkan untuk lantai selanjutnya
harus mempunyai jarak bebas sesuai dengan ketentuan pasal 62
Peraturan Daerah ini ;

34

Kepala Daerah dapat menctapkan pola dan atau Detail arsitektur bagi
bangunan yang berdampingan atau berderet termasuk perubahan dana

atau penambahan bangunan

Pasal 64

Pada bangunan rumah unggal renggang dengan perpetakan yang sudah
diatir. pada denah dasar dan tingkat ditentukan berdasarkan tipe whke,
wsd, Wbs-1 dan Wbs 2.

Pada bangunan rumah tinggal renggang dengan bentuk perpetakan yang
tidak diatur perperakannya belum, maka jarak bebas bangunan
ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Untuk pekarangan yang belum memenuhi perpetakan rencana kota,
maka jarak bebas bangunan disesuaikan dengan ketentuan pada ayat (1)

dan atau avat (2) pasal ini

Pasal 65
Pada bangunan rumah tinggal renggang salah satu sisi samping
bangunan diperkenankan dibangun rapat untuk penggunaan garasi dan
tidak bertingkat dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan ;
Untuk pencahavannya dan sirkulasi udara pada bagian belakang ruang

garasi diharuskan ada lubang udara minimal $% dari luas lantai.

Pasal 66
Pada bangunan rumah tnggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping
sedanghan jatah bebas belahang ditentukan sehagaimana dimaksud

dalam pasal 64 avat (1) Peraturan Daerah ini .
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Panjang bangunan rapat maksimal SOM. baik untuk rumah tinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa ini maupun bangunan bukan
rumah tinggal ;
Jarak bangunan lain dengan bangunan rapat sebagaimana dimaksud ayat
(2) palaini minimal 4 (empat) meter.

Pasal 68
Pada bangunan industri dan gudang dengan tinggi tampak maksimal 6
meter, ditetapkan jarak bebas samping sepanjang sisi, samping kanan
dan kiri pekarangan minimal 3 meter, serta jarak bebas belakang
sepanjang sisi belakang pekarangan minimal 5 meter dengan
memperhatikan KDB dan KLB yang ditetapkan dalam rencana kota ;
Tinggi tampak bangunan industri dan gudang yang lebih dari 6 meter
ditetapkan jarak bebasnya sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai

berikut

a Dalam hal kedua - duanya memiliki bidang bukan yang saling
berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut
minimal dua kali jarak bebas yang ditetapkan ;

b. Dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan
dinding tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka
dan atau lubang maka jarak antara dinding tersebut minimal satu
setengah kali jarak bebas yang ditetapkan :

c. Dalam hal kedua - duanya memiliki tiang tertutup yang saling
berhadapan maka, jarak dinding terluar minimal satu kali jarak
bebas yang ditetapkan.
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Jarak bebas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini sesuai dengan
pasal 62 Peraturan Daerah inj.

Pasal 70

Jarak bebas antara (GSB) dan GSJ pada lantai kelima atau lebih. Sesuai

dengan jarak bebas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pada 62
Peraturan Daerah ini.

n

(n

Pasal 71
Pada dinding terluar lantai dasar dan lantai berikutnya tidak boleh
dibuat jendeta, kecuali bangunan tersebut mempunyai jarak bebas
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Daerah ini ;
Dalam hal dinding terluar lantai dasar dan lantai berikutnya tidak boleh
dibuat jendela, bangunan rumah tinggal tidak memenuhi jarak bebas
yang ditetapkan. Dibolehkan membuat bukaan sirkulasi udara atau
pencahayaan pada ketinggian 1.8 meter dari permukaan lantai
bersangkutan atau- bukaan penuh apabila dinding - dinding batas
pekarangan yang berhadapan dengan bukaan tersebut dibuat setinggi
minimal 1,8 meter diatas permukaan lantai tingkat dan tidak melebihi 7
meter dari permukaan tanah pekarangan ;
Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk
apapun.

Pasal 72
Untuk mendirikan bangunan yang menurut fungsinya menggunakan
menyimpan atau memproduksi bahan dan bahan- bahan lain yang
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sifatnya mudah meledak, dan mudah terbakar dapat diberikan izin

apabila ;

a. Lokasi bangunan terletak diluar lingkungan perumahan atau jarak
minimal 50 meter dari jalan umum, jalan kereta api dan bangunan
lain disekitarnya. :

b. Lokasi bangunan sclurubnya dikelilingl paga pengaman yang
kokoh dengan tinggi minimal 2,5 meter dimana ruang terbuka
pada pintu dengan harus ditutup dengan pintu yang kuar dengan
diberi papan peringatan DILARANG MASUK ! ’

[ Bangunan yang didirikan tersebut diatas harus terletak padajarak
minimal 10 meter dari batas-batas pekarangan ;

d. Bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut diarahkan
ke daerah yang aman.

Bangunan yang menurut fungsinya menggunakan,menyimpan,

memperdagangkan atau memproduksi bahan radio aktif, racun, mudah

terbakar atau bahan bahan lain yang berbahaya, harus dapat
menyimpan keamanan, keselamatan, serta kesehatan penghuni dan
lingkungannya, harus mendapat izin khusus dari Kepala Daerah.

Pasal 73

Perhitungan KDB (Koefesien Dasar Bangunan) maupun KLB

(koefesien Lantai Bangunan ) ditentukan sebagai berikut :

a Perhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang
diperhitungkan sampai batas dinding / kolom terluar ;

b. Luas lantai ruangan teratap yang mempunyai dinding dari 1,20
meter diatas lantai ruangan tersebut, dihitung penub 100% ;

c. Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atan
mempunyai dinding tidak lebih dari 1,20 meter di atas lantai
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ruang. dihitung 50% selama tidak melchihi 10% dari luas denah
yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan ;

d. Overstek atap yang melebihi lebar 1.5 meter maka luas mendatar
kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah ;

e. Luas lantai ruangan yang mempunyai tinggi dinding lebih dari
1.20 meter diatas lantai ruangan dihitung 50 % selama tidak
melebihi 10% dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan
KDB yang ditetapkan sedangkan luas lantai ruangan selebihnya
dihitung 100% ;

f Teras terbuka dan teras tertutup tetap diperhitungkan sesuai
dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku ;

g Dalam  perhitungan KLB luas lantai di bawah tanah
diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan
yang berlaku ; .

h. Dalam perhitungan KLB luas lantai di bawah tanah
diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan KLB asal tidak
melebihi 50% dari KLB yang ditetapkan, selebihnya perhitungan
50% terhadap KLB;

i Lantai bangunan khusus parkir diperkenankan mencapm 150%
dari KLB yang ditetapkan ;

j. Ramp dan tangga terbuka 50% selama tidak melebihi 10% dari
luas lantai dasar diperkenankan.

(2)  Dalam hal perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan
adalah dibelakang GSJ.
(3)  Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (basement) ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

Pasal 74
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(1)  Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan
arsitektur bangunan ;

(2)  Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari
lantai penuh berikuntya lebih dari 5 meter. maka ketinggian bangunan
dianggap sebagai dua lantai : ‘

(3)  Mezanine yang luasnya melebihi dari $0% dari luas lantai dasar
dianggap sebagai lantai penuh : . ‘

(4)  Terhadap bangunan tempat ibadah, gedung pertemyan, gedurg sekolah
bangunan monumental, gedung olahraga, bangunan serbaguna dan
bangunan sejenis lainnya tidak berlaku ketentua sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 75
(1)  Pada bangunan rumah tinggal, tinggi puncak atep bangunan maksimal
12 meter diukur secara vertikal dari permukaan tanah pekarangan, atau
dari permukaan lantai dasar dalam hal ini permukaan tanah tidak teratur

(2)  Kepala Daerah menetapkan pengecualian dari ketentuan pada ayat (1)
pasal ini, bagi bangunan - bangunan yang karena sifat atau fungsinya,

terdapat detail atau ornamen tertenty.

Pasal 76
Apabila tinggi tanah pekarangan berada dibawah titik ketinggian (peil) bebas

banjir atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar
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pada tanah asli suatu perpetakan maka ketinggian maksimal lantai dasar
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 77
Pada bangunan rumah tinggal kopel, apabila terdapat perubahan atay
penambahan bangunan harus diperhatikan kaidah - kaidah arsitektur
bangunan kopel.

Pasal 78
(1) Tinggi tampak rumah tinggal tindak boleh meleihi ukuran jarak kaki
‘ bangunan yang akan didirikan GSB yang berseberangan dan maksimal
9m;
(2)  Tinggi tampak bangunan rumah susun, diatur sesuai dengan pola
ketinggian bangunan,

Pasal 79
Pada bangunan yang menggunakan bahan kaca pantul pada tampak bangunan,
sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi 24% dengan memperhatikan tata
letak dan orientasi bangunan terhadap matahari.

Pasal 80

Tata cara membangun rapat ;

a Bidang dinding dan atap teilnar tidak boleh melampaui batas
pekarangan ;

b. Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang -

kurangnya 10 cm dari batas pekarangan ;
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Perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding

batas bersama dengan bangunan sebelahnya, disyaratkan untuk

membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahuly.
Pasal 81 ‘

Setiap bangunan bukan rumah tinggal diwajibkan menyediakan temp

parkir kendaraan sesuai dengan jumiah kebutuhan |

Penyediaan parkir dipckarangan tidak boleh mengurangi daerah

penghijauan scbagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

Standar jumlah kebutuhan parkir menurut jenis bangunan ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

Pasal 82
Pada daerah tertentu Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan
khusus tentang pemagaran bagi suatu pekarangan kosong atau sedang
dibangun, serta pemasangan papan - panan nama proyek dan sejenisnya
dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan
keserasian lingkungan ;
Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang bangunan renggang maksimal
2,5 meter di atas permukaan tanah pekarangan ;
Tinggt pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan
rumah tinggal maksimal 1.50 meter di atas permukaan tanah, dan untuk
bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri
maksimal 2 meter di atas permukaan tanah pekarangan :
Pada pagar G8J scbagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus
tembus pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang
maksimal setinggi 0,75 di atas permukaan tanah pekarangan ;
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Pagar sudut pada GSJ ketinggian maksimal 1| (satu) diatas tanah
pekarangan dan tidak tembus pandang ;

Kepala Daerah dapat menetapkan suatu lingkungan bangunan dimana
tidak diperkenankan membuat batas phisik atau pagar pekarangan dan
untuk pagar bangunan - bangunan tertentu dapat ditetapkan lain.

Pasal 83
Pintu pagar pekarangan datam keadaan terbuka tidak boleh melebihi
GSI;
Letak pintu pekarangan untuk kendaraan roda empat pada persil sudut
minimal 8 m untuk bangunan rumah tinggal dihitung dan titik belok
tikungan ;
Bagi persil kecil yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) Pasal ini,
letak pintu pagar kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu
ujung batas pekarangan.

Paragraf 3
Ruang Dalam Bangunan

Pasal 84
Bentuk dan ukuran ruang harus memenuhi syarat — syarat kesehatan |
Perlengkapan ruang harus memenuhi syarat - syarat kesehatan dan
keselamatan umum ;
Pintu - pintu bangunan ibadah, bangunan umum atau bangunan tempat
berkumpul orang banyak harus membuka keluar ;
Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus memiliki kakus dan

atau pembuangan air kotor sendiri,
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Pasal 8§

Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan, perbaikan,
perluasan penambahan, tidak boleh menyebabkab berubahnya fungsi dan atau

penggunaan utama karakter arsitektur bangunan dan bagian - bagian

bangunan serta tidak bolch mengurangi atau mengganggu fungsi sarana jalan

keluar.
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Pasal 86
Suatu bangunan gudang minimal harys dilengkapi dengan kamar mandi
dan kakus serta ruang kebutuhan karyawan ;
Suatu bangunan pabrik minimal harus dilengkapi dengan fasilitas kamar
mandir dan kakus. ruang ganti pakaian karyawan dan tempat
penyimpanan barang, mushola, kantin atau ruang makan dan atau ruany
istirahat serta ruang pelayanan kesehatan secara memadai ;
Untuk bangunan uwmum lainnya harus dilengkapi dengan fasilitas
penunjang ;
Jumiah kebutuhan fasilitas penunjang harus disediakan pada setiap
penggunaan bangunan ditetapkan oleh Walikota,

Pasal 87
Setiap ruang dalam bangunan harus menggunakan pencahayaan dan
sirkulasi udara alami, yang dilengkapi dengan satu atau lebih Jendeta
minimal {0 % dan luas lantai atau pintu yang dapat dibuka dan
langsung berbatasan dengan udara luar ;
Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dibolehkan untuk bangunan bukan ruinah apabila menggunakan sistem

pencahayaan dan sirkulasi udara buatan ;
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Ruang rongga atap dilarang digunakan sebagai dapur atau kegiatan lain

yan,. mengandung bahaya ap.i

Pasal 88
Ruang rongga atap hanya duzinkan apabila penggunaanya tidak
menyrmpang dan fungsi utama bangunan serta memperhatikan segi
kesehatan, heamanan dan keselamatan bangunan dan lingkungan;
Ruang rongga atap untuk tinggal harus mempunyai sirkulasi udaran dan

pencahayaan vang memadai

Pasal 89
Setiap penggunaan ruang atap yang luasnya tidak boleh dari 50 % dari
luas lantai di bawahnya tidak dianggap sebagai penambahan tingkat
bangunan .
Setiap bukaan pada ruang atap. ndak boleh mengubah sifat dan karakter

arsitektur bangunan

Pasal 90
Pada ruang yang penggunaanya menghasilkan asap dan atau gas, harus
disediakan lubang hawa dan atau cerobong hawa secukupnya kecuali
menggunakan alat bantu mekanis ;
Cerobonyg asap dan atau gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa

wni.harus memenuhs ketentuan tentang pencegahan kebakaran.

Paragraf.4
UNSUR DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN




Pasal 91

(1) Lantai dan dinding vang memisahkan ruang dengan pengpunaan yang
berbeda dalam suatu bangunan harus memenuhi persyaratan ketahanan
api sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

(2)  Ruang yang penggunaanya menimbulkan kebisingan maka lantai dan
dinding pemisahnya harus kedap svarau;

(3)  Ruang pada daerah - daerah basah. harus dipisahkan dengan di‘nding
kedap air dan dilapisi dengan bahan yang mudah bersihkan,

Pasal 92
Dilarang membuat tubang pada lantai dan dinding yang berfungsi sebagai

penahan api kecuali dilengkapi alat penutup yang memenuh: syarat ketahanan
api.

Pasal 93
Dinding dan lantai atap dan pintu yang digunakan sebagai pelindung radiasi
pada ruang x ruang radio aktif dan ruang sejenis, harus memenuhi persyaratan

Peraturan Perundangan - undangan bagi penderita cacat

Pasal 94
Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan persyaratan tentang peralatan dan

perlengkapan bangunan bagi penderita cacat.

Pasal 9%
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(1) Bangunan yang karena sifat penggunaannya dan atay mempunyai
ketinggian lebih dan 4 lantai harus dilengkapi dengan sistem
transportast vertikal ([1ft) dan tangga darurat .

(2)  Lift yang disediakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini minimal

satu dhantaranya harus berfungsi lift kebakaran

Pasal 96

(1) Penggunaan eskalator menerus hanya dapat diperkenankan untuk
menghubungkan lantai ke lantai sampai dengan maksimal 4 lantai

(2)  Kepals Daerah dapat menetapkan ketentuan lain sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal imi apabila segi keamanan dan Keselamatan dapat
dipertanggungjawabkan |

(3)  Setiap pemasangan eskalator harus dilengkapi dengan alat pengaman
serta pencegah bahaya menjalamya api dan asap pada saat kebakaran ;

(4) Pada perletakan eskalator terhadap unsur bangunan lainnya harus

terdapat ruangan kosong minimal 50 cm.

Pasal 97
Bangunan vang karena difat penggunaanya dan atau mempuanyai ketinggian
lebih dan 4 lantar harus mempunyar sistemn dan atou peralatan bagi
pemehharaan dan petawatab bangunan yang tidak mengganggu dan tidak

membahayakan hinghungan serta aman untuk keselamatan pekerja.

Pasal 98
(1)  Lebar. jumlah dan lokasi sarana jalan keluar pada bangunan harus
memnuhi persyaratan bagi Kkeselamtan jiwa manusia, dan tidak

digunakan untuk fungsi atau kegiatan lain
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Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut persyaratan teknis tentang

sarana jalan keluar

Pasal 99
Setiap tangga kebakaran yang berada diluar bangunan. harus dapat
dicapai melalui ruang tunggu. balkon atau teras terbuka dengan fuar
minimal 10 m dan harus dilengkapi dengan dinding pengaman pada
setiap sisi dengan tinggi minimal {.20 meter :
Setiap tnagga kebakaran diluar bangunan harus mempunyai lebar

bordes sebesar tangga

Pasal 100
Setiap bangunan berlantai 3 (tiga ) atau lebih harus dilengkapi dengan
tnagga kebakaran ;
Setiap tangga kebaran tertutup pada bangunan $ lantai atau tebih, harus
dapat melayani semua lantai mulai dari lantai bawah tuang bawah tanah
( basement ) sampai lantai teratas hanya dibuat tanpa bukaan (opening )
kecuali pintu masuk tunggal pada tiap lantai dan pintu keluar pada lantai

yang berhubungan langsung dengan jalan. pekarangan atau tempat

terbuka ;

Ketentuan teknis mengenai tangga kebakaran ditetapkab oleh Kepala
Daerah

Pasal 101

Setiap tangga ruang bawah tanah (basement } harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

(88}

)

(3)

“)

(%)
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Ruang bawah tanah ( basement ) harus dilengkapi dengan minimal dua
bush tangga yang menuju ketingkat permukaan tanah dan apabila
ruang tersebut dipakai untuk umum, maka diantaranya harus langsung
berhubungan dengan jalan, pekarangan atau lapangan terbuka ;

Setiap pekarangan atau lapangan terbuka berhubungan dengan tangga
sebagaimana dimaksud pada hurup a pasal ini. harus langsung menuju
jalan umum atau jalan keluar ;

Apabila tangpa dari lantai ruang bawah tanah ( basement ) tangga dari
lanati tingkat bertemu pada sarana jalan luar yang sama maka harus
diberikan pemisah dan tadna petunjuk jalan keluar yang jelas.

Pasal 102
Dilarang menggunakan tangga melingkar ( tangga sylinder ) sebagai
tangga kebakaran ;
Tangga kebakaran dan bordes harus memiliki minimal 1,20 meter dan
tidak boleh menyempit kearah bawah ;
Tangga kebakaran harus dilengkapi pegangan yang kuat setinggi 1,10
meter dan mempunyai lebar injak minimal 28 cm dan tinggi
semaksimal ;
Tangga kebakaran terbuka yang terletak diluar bangunan harus
berjarak minimal {'meter dan bukaan dinding yang berdekatan dengan
tanah kebakaran ;
Jarak pencapaian ketangga kebakaran dari setipa titik dalam ruang
efektif, maksimal 25 meter apabila tidak dilengkapi dengan sprinkler
dan maksimal 40 meter apabila dilengkapi dengan sprinker.
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Pasal 103

Jarak antara landasan tangga ( Bordes ) sampai landasan berikutnya
pada suatu tangga tidak boleh lebih dan 2.5 meter yang diukur secara
vertikal ;

Setiap tanggz harus mempunyai ruang bebas vermkal ( head room )
tidak kurang dari 2 meter yang diukur dan lantai sampai pada ambang
bawah struktur diatasnya ; i

Jumlah anak tnagga dari lanati bordes atau dari bordes minimal 3 buah
maksimal 12 buah. A

Pasal 104
Setiap tangga untuk mencapai ketinggian 60 cm atau lebih harus
menggunakan pegangan tangga .
Setiap sisi tangga yang terbuka harus menggunakan pengangan tangga
Apabila pada kedua sisi tangga terdapat dinding dari ruang lain tangga
dimaksud cukup menggunakan satu pengangan tangga .
Lebar tangga pada rumah tinggi minimal 80 cm sedang untuk
bangunan lainnya minimal 1,2 meter ;
Untuk tanggap pada rumah tinggal minimal 25 cm dan tinggi anak
tangga maksimal 20 cm.

Pasal 105
Tangga melingkar dapat digunakan pada rumah tinggal dan apabila
digunakan sebagai jalan keluar maka lantai yang dilayani maksimal 36

em?;
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Tangga tegak (leader ) hanya dapat digunakan sebagai sarana
pencapaian keatas atau kebawah untuk keperluan pemeliharaan dan
perawatan,

Pasal 106
Persyaratan lebar ruang ditetapkan sesui dengan lebar tangga ;
Kemiringan penggunaan lain dapat lebih curam dengan perbandingan 1
berbanding 8 ;
Apabila panjang ramp melebihi 15 meter, harus disediakan satu buah
landasan ( bordes ) dengan panjany 3 meter pada setiap jarak maksimal

15meter

Permukaan lantai ramp harus diberi lapisan kasar atau bahan anti slip ;

Pasal 107
Lebar koridor bangunan bukan tempat tinggal minimla 1,20 meter :
Ketinggian bebas pada koridor minima! 2,20 meter yang diukur dari
lantai kelangit -langit ;
Koridor harus dilengkapi tanda petunjuk yang jeias kearah sarana jalan

keluar ;

Lebar koridor yang berfungsi sebagai sarana jalan kelaur minimal 1,80
meter.
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Pasal 108
Ruang utilitas diatas atap { penthouse ) hanya dapat dibangun apabila
digunakan sebagai ruangan untik melindungi alat-alat mekanikal
elektrikal, tanki air cerobong ( shaft ) dan fungsi lain sebagai ruang
pelengkap bangunan dengan ketinggian ruangan tidak boleh melebihi
2,40 meter divkur secara vertikal dari pelat atap bangunan, kecuali
untuk ruang mesin lift atau Keperluan teknis lmnnyfs diperkenankan
lebih sesuai dengan keperluan ;
Apabila luas lantai melebihi 50 % dari luar lantai bawahnya maka

ruangan utilitas tersebut diperhitungkan sebagai penambah tingkat.

Pasal 109
Kepala Daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk
menyediakan landasan helikopter diatas pelat atap ;
Atap bangunan yang digunkan sebgai landasan helikopter 7 meter kali
7 meter dengan ruang bebas disekeliling landasan rat-rata Smeter atau
ditentukan lain oleh instansi berwenang ;
Daerah landasan helikopter dan sarana jalan keluar harus bebas dari
cairan yang mudah terbakar ;
Landasan helikopter diatas atap dapat dicapai dengan tangga khusus
dari lantai dibawahnya .
Penggunaaan landasan helikopter harus mendapat persetujuan dari

instansi yang berwenang.
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Pasal 110

(1) Bangunan jenis umum yang melebihi ketinggian 3 lantai harus
menyediakan cerobong ( shaft ) untuk elektrika pipa-pipa saluran air
bersth dna kotor, saluran telepon dan saluran surat serta saluran lainnya
vang dipeilukan sesua dnegan persyaratan yang ditetaphan |

(2) Bangunan tempat tinggal yang melebihi ketinggian 3 lantai selain
persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini perlu dilengkapi
dengan cerobong sampah, kecuali ¢pabila menggunakan cara lain atas

persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 111

(1} Bangunan parkir yang menggunakan ramp spiral , diperkenankan
maksimal S lantai dan atau kapasitas penampungan sebanyak 500
sampat dengan 600 mobil, keculai apabila menggunakan ramp lurus ;

(2} Kelonggaran ketentuan ayat | ( satu ) pasal ini, dapat diberikan oleh
Kepala Dacerah  dengan mempertimbangkan  kepadatan/intensitas
kendaraan dan keselamatan kendaraan setempat serta keserasian
bangunan .

(3)  Dalam menghitung kapasitas bangunan parkir ditetapkan luas parkir
bruto minimnal 23 M mobil

(4)  Tinggi minimal ruang bebas struktur ( head room) adalah 2.25 meter ;

(3)  Setiap lantay ruang parkir vang berbatasan dengan ruang luar harus
dibers dinding pengaman ( parapet ) setinggi 90 cm dari permukaan
lantai

(6)  Setiap lantai ruang parkir yang berbatasan dengan ruang luar harus

dibers dinding pengaman ( parapet ) detinggi minimal 90 c¢m dari

permukaan fantar |
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(2)

Setiap lantai runag parkir haros discdiakan sarama penyelamatan

terhadap bahaya kebakaran.

Pasal 112
Kemiripan ramp lurus bagi jalan kendaraan pada bangunan parkir
maksimal | berbanding 7. i
Apabila lantai parkir mempunyai sudut kemiringan tersebut maksimal

1 berbanding 20 serta dipasnag perahu roda ;

Pasal 113

Pada ramp lurus jalan satu arah pada bangunan parkir, Ichar jalan minimla 3

meter dengan ruang bebas struktur dikanan kiri minimla 60 cm.

)

3

Pasal 114
Pada ramp melingkar jalan satu arah, lebar jalan minimla 3,65 meter
dan untuk jlan dua arah, lebar dalan minimla 7 meter dnegan
pembatasan jalan lebar 50 cm, tinggi minimla 20 cm ;
Jan - jari tengah ramp melingkar minimla 9 meter dihitung dari as
jalan terdekat ;
Setiap jalan pada ramp melingkar harus mempunyai ruang bebas 60 cm

terhadap struktur bangunan.
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Paragraf §

Bangunan - bangunan dan Pekarangan

Pasal 115
(1) Setiap bangunan  bangunan baik pada bangunan atau pekarangan
tidak boleh menganggu arsitektur bangunan dan hngkungan
(2)  Ketentuan lebih anjut tentnag bangunan schagaimana tercantum ayat

1) pasal ini. ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 116
(1} Curaha. air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan,
tidak boleh jatuh keluar batas pekarangan dan harus dialirkan ke sumur
resapan atau salauran kota pagar lahan bangunan ;
(2)  Ketentuan teknis tentang sumur resapan sebagaiman tercantum’ pada

ayat (1) pasal ini ditetapkan oelh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
PERSYARATAN ARSITEKTUR

Pasal 117

Persyaratan teknis atau ketentuan teknis bangunan dari ketentuan arsitektur

lingkungan dan arsitektur bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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(2)
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Bagian Keempat
KETENTUAN STRUKTUR BANGUNAN

Paragraf |
DASAR PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN

Pasa! 118

Persyaratan perencanaan dan perhitungan sturktur bangunan mencakup

[~ )

o

Konsep dasar .

Penentuan data pokok

Analisis struktur beban vertikal

Analisis struktur terhadap beban gempa, angin dan beban khusus
Analisi bagian-bagian struktur pokok dan pelengkap
Pendimensian bagian - bagian struktur pokok dan pelengkap
Analisis dan pendimendian pondasi vang didasarkan atas hasil

penyelidikan tanah dan rekomendasi sistein pondasinva.

Kepala Daerah dapat menctapkan ketentuan sebagimana dimaksud

pada ayat (1 ) pasal ini untuk perencanaan dna perhitungan struktur

bangunan

Untuk merencanakan dan menghitung struktur bangunan harus

dilaksanakan oleh ahli struktur :

Ahli struktur sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) pasal ini. harus

mempunyai Surat Izin Bekerja Perencanaan ( SIBP ) vang ditetapkan

oleh Kepala Daerah

(2)
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Pasal 119

Apabila analisis struktur bangunan menggunkaan Komputer, maka
program komputer tersebut harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dan Kepala Dacrah

Analisis struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal
ini, harus mencantumkan konsep dasar, data masukan dan hasil akhir
Apabila akhir dan program komputer dtersebut diragukan, maka
analisis struktur bangunan tersebut harus dibuktikan dengan tata cara

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 120
Jarak minimla antara dua bangunan yang berdektan dan atau delatasi
baru dihitung berdasarkan peraturan perencanaan tahan gempa untuk
bangunan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Terhadap bangunan yang merupakan suatu kesatuan ( monolit ) dengan
panjang lebih dari 500 meter kontruksinya harus diperhitunkan

terhadap perubahan suhu.

Pasal 121

Dalam perencanaan kontruksi untuk penambahan tingkat bangunan baik

sebagian maupun keseluruhan perencanaan kontruksi harus didasarkan data

keadaan lapangan dan diperiksa kekuatannya struktur utama secara

keseluruhan.
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Pasal 122
Dalam perencanaan rehabilitasi atau renovasi yang mempengaruhi
kekuatan struktur maka perencanaan kekuatan strukturnya ditinjau
kembali secara keseluruhan berdasarkan persyaratan  struktur
sebagimana diatur dalam pasal 118 Peraturan Dacrah ini
Apabila kekuatan struktur sebagaiman pada ayat ( 1 ) pasal ini tidak
memenuhi ketentuan, maka terhadap struktur bangunannya: harus

direncanakan perkuatan dan atau penyesuaian

Pasal 123
Perencanaan basement yang diperkirakan dapat  menimbulkan
kerusakan dan gangguan pada bangunan dan lingkungan sekitarnya
harus dilengkapi perencanaan pengaman ;
Pada bangunan dengan basement dimana dasar galian lebih rendah dari
muka air tanah, harus dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 2 ) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 124
Perencanaan sambungan pada pondasi tiang pancang berdasarkan
perhitungan ahli struktur harus mendapat persetujuan dari Kepala
daerah

Perencanaan pondasi tiang baja harus memperhitungkan faktor korosi
sesuai dengan standar yang berlaku

Pasal 125§

Pada perencaaan pondast dengan sistemy yang baru atau belum lanm

digunakan, maka hemampuan sistem tersebut dalam menenma beban-beban

struktur diatasnyva serta beban-beban tainnya harus dibuktikan dengan cara

vang disetujur oleh Kepala Dacrah

Bagian Kelima

KEAMANAN BANGUNAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

@

3

Paragraf |
PERSY ARATAN KEAMANAN RUANG

Pasal 126

Sctiap bangunan harus dilengkapr peralatan pencegahan terhadap
bahya kebaharan serta penyetamatan jiwa manusia dan lingkungannya,
bangunan yang dimaksud adalah bangunan umum, pabrik dan gudang
serta bangunan vang mempunya restko tinggi terhadap kebakaran dan
ledakan .

Setiap fungsi ruang atau penggunaan bangunan yang mempunyai
resiko bahava kebakaran tinggi harus diatur penempatannya sehingga
apablia terjadi dapat dilokaslisir fungsi ruanga yang dimaksud adalah
dapur, laboratorium kimia tempat penyimpangan bahan kimia gas ;
Ruang lain yang mempunyai resiko mempounvai resiko kebakaran
tinggi  pada bangunan harus dibatasi oleh dinding atau lantai

kompari:men yang ketahanan apinya minimat 3 jam dan pada dinding
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(5)

0

(2)
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atau lantai kompartemen tersebut tidak boleh terdapat lubang terbuka,
kecuali bukan yang dilindung; ;

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) pasal ini, harus
dilengkapi dengan pengukur panas dan harus dirawat dan dikawasi,
sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maskimal
yang telah ditentukan ;

Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi
pembangkit tenaga listrik lainnya serta ruangan penyimpan cairan gas
atau bahan yang mudah menguap dan terbakar. harus ditindungi

dengan sistem pencegahan kebakaran manual atau sistem pemadam
otomatis,

Pasal 127

Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem
alarm otomatis yang sekurang-kurangnya mempunyai :
a. Lonceng atau sirine dan sumber tenaga batere cadangan
b. Alat pengindera ( Spinkler )
c. Panel indikator yang dilengkapi dengan :

L. Fasilitas kelompok alarm ;

2. Saklar penghubung dan pemutus arus

3. fasilitas pengujian batere dengan volt meter ampere meler
d Peralatan bantu lainnya
Setiap alarm yang dipasang pada bangunan harus selaly siap pakai dan
pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Ketentuan jenis alat pengindera yang digunakan harus sesuai dengan
penggunaan ruang yang akan dilindungi.
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Paragraf 2
PERSYARATAN TAHAP AP1DAN PERLINDUNGAN
TERHADAPAPI

Pasal 128

Klasifikasi bangunan ditentukan menurut tingkat ketahanan sturkur utama

terhadap api terdiri dari :

(1)  Bangunan kelas A ialah bangunan yang komponen struktur utamanya
harus tahan terhadap api minimal 3.jam ;

(2)  Bangunan kelas B ialah bangunan yang komponen struktur utamanya
harus tahan terhadap api minimal 2 jam ;

(3) Bangunan kelas C ialah bangunan yang komponen struktur utamanya
harus tahan terhadap api minimal % jam ;

(4) Bangunan kelas D ialah bangunan yang tidak mencakup kedalam
A,B.C, dan diatur secara khusus.

Yang dimaksud dengan pasal 132 ayat ini diatur sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

(1) Ketahanan api komponen struktur utama pada 4 lantai teratas pada -
bangunan tinggi minimal ! jam sedang dari lantai 14 dari atas minimal
2 jam dan adari lanatai 1S sampai terbawah minimal 3 jam ;

(2)  Ketahanan api dinding luar pemikul maupun dinding partikel pada 4
lantai teratas minimal 1 jam dan dari lantai bawah tersebut yang
mempunyai resiko terkena api pada semua tantai minimal 1 jam ;

(3)  Ketahanan api dinding lvar bukan pemikul yang mempuayai resiko

terkena api pada semua lantai minimal | jam ;
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(4)  Ketahanan api dinding bukan pemikul pada bagian dalam semua lantai
minimal % jam.

Pasal 130
(1) Pada bangunan tinggi, ketahanan api untuk atap mihimal 5 jam
(2)  Padaatap bangunan yang digunakan sebagai landasan helikopter, maka

ketahanan api atap minimal 1 jam

Pasal 131
Pada bangunan yang tidak terkena diharuskan menggunakan spinkler, paabila
dilengkapi dengan sistem spinkler, maka ketahanan struktur utama yang

disyaratkan 3 jama diperkenankan menjadi 2 jam.

Pasal 132
Unsur-unsur interior bangunan gedung yang direncanakan tahan api. harus
memenuhi Ketentuan sesuai dengan standar yang berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 133
Bagian bangunan, ruang dalam bangunan karena fungsinya mempunyai
restko tinggi terhadap bahaya keracunan, harus merupakan  suatu

kompartemen terhadap penjalaran api, asap dan gas beracun.

Pasal 134
(1) Setiap bangunan sedang kelas A dan bangunan tinggi kelas B harus
dilindungi dengan suatu sistem spinkler vang dapat melindungi setiap
lantai pada bangunan :
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(2)  Bangunan rendah kelas A apabila sebagian sisi luarnya dinding masih,
harus dilindungi dengan sistem spinkler
(3} Dinding masif sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini maksimal 75

% dari Juas dinding,

Pasal 135

Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi olch suaty hidran sesuai

dengan persyaratan sebagai berikut :

a Pemasangan hidran harus memnubi  ketentuan dan dipasang
sedemikian rupa sehingga panjang selang dan pancaran air dapat
mencapai dan melindungi seluruh permukiman lantai bangunan ;

b Setiap pemasangan hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai

dnegan ketentuan yang berlaku.

Pasal 136

(1) Pada setiap bangunan permanen, bahan penutup atap harus terbuat dari
bahan tahan api minimal 5 jam :

(2)  Pengecualian ketel{tuan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini
. hanya diperbolehkan untuk bangunan yang bersifat sementara,
bersifat spentif dan atau diberi lapisan tahan api harus mendapat izin
dari Kepala Daerah.

Pasal 137
Pengakhiran dinding kompartemen dengan atap atau lantai diatasnya, harus

menerus sampai dibawah lanatai atau atap diatasnya.
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Paragraf )

PERSYARATAN TERINCI TERHADAP PENYELAMATAN

Pasal 138

Lebar dan jumlah pintu keluar pada setiap fungsi ruang harus
diperhitungkan untuk dapat menyelamatkan penghuni ruang wakty
yang singkat sesuai dnegan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;

Sarana jalan keluar untuk kebakaran harus bebas dari segala hambatan
serta dilengkapi dengan tanda petunjuk jalan keluar dalam kondisi
baik, mudah dilihat dan dibaca. R

by

Pasal 139

Bangunan seperti atrium dengan ketinggian 4 lantai atau 14 meter keatas,

harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam

bangunan pada saat terjadi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

0

@

h
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Pasal 140
Kamar isntalasi mesin lift kebakaran serta ruang luncur lift kebakaran,
harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar sesuai
dengan klasifikasi bangunannya ;
Pemisah anatara kamar mesin dan ruang luncur lift kebakaran harus
terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, dengan bukaan yang
hanya diperlukan untuk ventilasi ;
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Pasal 143

Luas vertikal asap kendaraan lift maksimal 0,30 m2 dan untuk cerobong
lainnya maksimal 0, 50 n 2 |
Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila
bukaannya menembus atap. dan apabila tidak menembus harus dipasang

2 buah ventilas asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan,

Pasal 144

Dinding luar bangunan yang berbatasan dengan garis batas pemilikan
tanah harus tahan api minimal 2 jam ‘

Pada bangunan deret, dinding batas antara bangunan maksimal 16 meter

dinding batas tersebut harus menembus atap dengan tinggi minimal 0,50
meter dari seluruh permukaan atap,

Bagian Keenam
INSTALASI DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN

Paragraf |
Pasal 145

Perencanaan instalasi listrik arus kuat pada bangunan berlantai § (lima) )

atau lebih dari dan bangunan umum harus mendapat persetujuan dari
instansi yang berwenang ;
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(2) Sistem instalasi listrik arus kuat dan penempatannya harus mudah
diamati, dipelihara tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan
lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta diperhitungkan
berdasarkan standar, nominalisasi teknik dan peraturan Peundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 146

(1) Beban listrik yang bekerja pada instalasi arus kuat, harus .
diperhitungkan berdasarkan standar dan atau normalisasi teknik
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2)  Sumber daya utama pada bangunan harus menggunakan tenaga listrik
dan perusahaan listrik négara

(3)  Apabila ketetnuan sebagimana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini tidak
memungkinkan sumber daya utama dapat menggunakan sistem
pembangkit tenaga listrik sendiri, yang penempatannya harus aman dan
tidak menimbulkan gangguan lingkungan, serta harus mengikuti standar
dan atau normalisasi teknik dan peraturan perundang-udangan yang
berlaku ;

(4)  Bangunan dan ruangan khusus dimaan tenaga listriknya tidak boleh
putus, harus memiliki pembangkit tenaga cadangan yang dayanya dapat
memenuhi kelangsungan pelayanan pada bangunan dan atau ruang

khusus tersebut.

Pasal 147
Sistem instalisi listrik pada bangunan tinggi dan bangunan berlantai § ( lima )
atau lebih dan bangunan umum harus memiliki dumber daya listrik darurat,
yang mampu melayani kelangsungan pelayanan utama pada bangunan apabila
terjadi gangguan listrik atau terjadi kebakaran.
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Pasal 148
(1) Instalasi listrik arus kuat sebagaimana dimaksud pasal 145 peraturan
daerah ini yang dipasang, sebelum dipergunakan harus terlebih dahulu
diperiksa dan diuji oleh isntansi yang berwewenag ;
(2)  Hasil pemeriksaan dan pengujiaan sebagimana yang dimaksud ayat 9
(1) pasal ini , disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 149
Pada ruang panel hubung atau ruang panel bagi, harus terdapat ruang yang
cukup untuk memudahkan pemeriksaaan pemeriksaan, perbaikan dan
pelayanan, serta diberi ventilasi cukup.

Paragraf 2
INSTALASI PENANGKAL PETIR

Pasal 150
Setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak bentuk dan
penggunaannya diatap mudah terkena sambaran petir, harus diberi instalasi
penengkal petir serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik
dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 151
(1) Suatu instansi penangkal petir harus dapat melindungi semua bagian
dari bangunan termasuk juga manusia yang ada didalamnya, terhadap
bahaya sambaran petir ;
() Pemasangan isntalasi penangkal petir pada bangunan, harus
mempethatikan arsitektur bangunan, tanpa mengurangi nilai

petlindungan terhadap sambaran petir yang efektif
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(3)  Terhadap instalasi penangkal petir harus dilakukan pemeriksaan dan
pemeliharaan secara berkala ;
(4)  Setiap perluasan atau penambahan bangunan instalasi penangkal petir,
harus disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.
Pasal 152 *
Perbaikan terhadap kerusakan instalasi penangkal petir pada bangunan harus
mendapat izin dari Kepala Daerah. '
Paragraf 3
INSTALASI TATA UDARA GEDUNG
Pasal 153
Sistem tata udara gedung dan penempatan harus mudah diamati, dipelihara,
tidak membayakan, menganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan
dan instalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar normalisasi teknik

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 154
Udara segar yang dimasukkan kedalam sistem tata udara gedung, harus sesuai
dengan kebutuhan penghuni dalam ruang yang kondisikan, serta
memperhatikan kebersihan udara.

Pasal 155
Sistem ventilasi pada bangunan rumah sakit untuk ruang operasi, ruang steril
dan runag perawatan bagi pasien yang berpenyakit menular, tidak dibanarkan
mempergunakan sistem sirkuasi udara yang dapat menyebabkan penularan
penyakit kebagian lain bangunan.
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Pasal 1%6
(1) Bangunan atau runag parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi
mekanis diambil pada ketinggian maksimal 1,60 m diatas lantai ;
(2) Ruang parkir pada ruang bawah tanah ( basement ) yang terdiri dan
' lebih dari satu lantai, gas buangan mobil pada setiap lantai tidak boleh

mengganggu udara bersih pada lantai lainnya,

Pasal 157

(1) Cerobong ( decting ) sistem penutup api tata udara gedung harus
dilengkapi dengan penutup api ( fire dumper ) yang dapat menutup
sendini apabila terjadi kebakaran ;

(2)  Penutup api ( fire dumper ) datam cerobong sebagimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, harus mempunyai ketahanan api maksimal sama
dengan ketahanan api dinding dimana bagian cerobong udara tersebut
dipasang.

Paragraf 4
INSTANSI TRANSPORTASI DALAM GUDANG

Pasal 158

(1) Sistem instalasi tranportasi dan penempatannya dalam gudang harus ~
mudah diamati, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan
lingkungan bagian bangunan dan instalasi lain, serta diperhitungkan
berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturtan perundang-
undangan yang berlaku,

(2)  Jenis dan persyaratan penggunaan lift berdasarkan standar, normalisasi
teknik dan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

69




Pasal 159

(1) Kapasitas angkut yang dinyatakan dalam izin harus menjadi kapasitas
angkut maksimum dari lift dimaksud ;

(2) Kapasitas angkut lift yang diizinkan , harus tertulis pada sangkar dan
dinyatakan dalam jumlah orang yang dapat diangkut ;

(3) Kapasitas angkut lLift barang yang diizinkan, harus tertulis dalam
sangkar dan dinyatakan dalam kg; '

(4) Jumlah dan kapasitas lift harus mampu melakukan pelayanann yagg

optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan.

Pasal 160
(1) Sturktur dan material lift dan eskalator harus dalam keadaan kuat, tidak
cacat dan memenuhi syarat-syarat keselamatan dan keamanan serta
harus adan sertifikat kelayakan dan dijamin dan perusahaan yang
bersangkutan ;
(2)  Kontruksi dan instafasi lift dan esklator harus memenubi ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf §
INSTALAS]I PLAMBING DAN AIR BUANGAN

Pasal 161
Sistem plambing dan air buangan serta penempatannya harus mudah diamati,
dipelihara ridak membahayakan. mengganggu dan merugiken lingkungan,
bagian bangunan dan isntalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar
normalisasi teknik dan peraturan perundang-undagan yang beriaku.
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Pasal 162
Pada setiap bangunan harus disediakan sistem air bersih dan air buangan guna
menyalurkan air bersih ke alat plambing dan membuang air limbah dari
peralatan plambing serta tidak mengganggu lingkungan dan saluran kota ( got,
parit saluran primer, sekunder dan tersier ).

Pasal 163
Gedung yang mempunyai alat plambing harus dilengkapi dengan sistem
drainase, untuk menyalurkan air ke saluran umum, sedang apabila tidak
terdapat saluran umum, penyaluran air buangan harus dilakukan atas petunjuk
instansi yang berwenang.

Pasal 164
(1) Sumber air bersih pada bangunan harus diperoleh dari sumber air PAM
apabila sumber air bukan dari PAM, maka sebelum digunakan harus
mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang ;
(2)  Apabila sumber air dari sumber dalam ( deepwell ) dengan harus

mendapar izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 165

Tangki persediaan air yang melayani keperluan gedung. hidran kebakaran dan

sistemn spinkler harus :

a Direncanakan dan dipasang schingga dapat menyalurkan air dalam
volume dan tekanan yang cukup untuk sistem tersebut.

b Mempunyai lubang aliran ke [uar untuk keperluan gedung pada
ketinggian tertentu dari dasar tangki, sehingga persediaan minimal yang
diperlukan untuk memadam kebakaran maupun spinkler dapat

dipertahankan.
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Pasal 166
Buangan yang mengandung radio aktif dan B 3 harus diamankan sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan cara pembuangannya harus mendzpat izin

khusus dari instansi yang berwenang.

Paragraf 6 .
INSTALASI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG

Pasal 167
Sistem instalasi komunikasi telepon dan tata suara gedung sera
penempatannya harus mudah diamati, diperlihara tidak membahayakan,
menganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain
serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan
yang berlaku.

Pasal 168

(1)  Pada setiap bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau 14 meter keatas,
harus tersedia perlatan komunikasi darurat untuk keperluan
penanggulangan kebakaran ;

(2)  Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (
') pasal ini, harus menggunakan sistem khusus, sehingga apabila
sistem dan peralatannya tusak, maka sistemn telepon darurat tetap
bekerja.
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Paragaraf 7
INSTALASI GAS

Pasal 169
Sistem instalasi gas bekerja penempatannya harus mudah diamati, dipelihara
tidak membahayakan, mengganggn dan merugikan lingkungan, bagian

bangunan dan instalast lain serta diperhitungkan berdasatkan standar
normalisasi teknik dan Peraturan lain yang berlaku.

Paragraf 8
Instalasi Lain

Pasal 170
Instalasi lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenyhi segala
aspek keamanan, keselamatan terhadap instalasi itu sendiri, bangunan dan
lingkungannya.

Bagian Ketujuh
PELAKSANAAN MEMBANGUN

Paragraf 1
TERTIB PELAKSANAAN MEMBANGUN

Pasal 171
Setiap kegiatan membangun termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan
bangunan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tentang :

a Keselamatan dan kesehatan
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b.  Kebersihan dan keserasian lingkungan
c. Keamanan dan keschatan terhadap lingkungan disekitarnya
d. Pencegahan dan penganggulangan bahaya kebakaran
Pasal 172 ‘
(1)  Setiap pelaku teknis dalam melaksanakan kegiatan membangun wajib
mengikuti petunjuk yang diberikan oleh bagian penyusunan program ;}
(2)  Apabila pelaksanaan kegiatan membangun menggunakan teknologi atau
cara baru yang bangunan harus terlebih dahulu mengajukan rencana

pelaksanaannya untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah,

Pasal 173
Apabila dalam pelaksanaan kegiatan membangun terdapat ketentuan-
ketentuan yan belum dan atau diatur dalam peraturan daerah ini, maka dapat
digunakan pedoman peraturan atau ketentuan lainnya dengan dahulu
mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 2
SARANA PELAKSANAAN MEMBANGUN

Pasal 174
(1)  Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan harus dipasang papan
nama proyek nomor IMB dan batas pekarangan harus dipagar setinggi
minimal 2,5 meter dengan memperhatikan keamanan keserasian
sekelilingnya serta tidak melampui GSJ
(2)  Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaanya terpaksa melampui
GSJ harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ;
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(3)  Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaanya dapat mengganggu
keamanan pengguna jalan, maka pagar proyek yang berbatasan dengan
trotoar harus dibuat kontruksi pengamanan yang melindungi pengguna
jalan ;

(4)  Papan nama proyek berukuran 60 cm x 40 em dan plat nomor IMB
berukuran 20 cm x 15 cm.

Pasal 175

(1) Jalan dan pintu keluar masuk pada lokasi kegiatan membangun harus
dibuat dan penempatannya tidak boleh mengganggu kelancaran laly
lintas serta tidak merusak prasarana kota |

(2)  Apabila jalan masuk proyek tersebut melintas trotoar dan saluran umum
maka perlu dibuat kontruksi pengamanan berupa jembatan sementara
untuk lalu lintas kendaraan keluar masuk proyek ;

(3) Jalan kelaur masuk sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1) pasal ini,
harus dibuatkan tanda lalu atau rambu

Pasal- 176
Kontruksi bekisting dan perancang harus aman dan tidak membahayakan para
pekerja dan lingkungan sekitarnya,

Pasal 177
Setiap pelaksanaan kegiatan membangun yang menggunakan alat bantu
seperti ramp, jembatan darurat, tangga darurat, jaring pengaman dan alat bantu
lainnya harus memenuhi ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja
serta ketentuan teknis lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 178
Para pelaksanaan kegiatan membangun harus dilengkapi dengan :
a. Alat pemadam api sesuai ketentuan yan berlaku
b.  Sarana pembersih bagi kendaraan yang keluar proyek
Pada pelaksanaan kegiatan membangun vang tinggihnya lebih dar 10
lantai atau lebih dari 40 m, harus dilengkapi dengan lampu tanda
menghindari kecelakaan lalu lintas udara.

Pasal 179

Setiap pelaksanaan kegiatan membangun yang memerlukan isntalasi ligtrik

untuk sumber daya listrik darurat, lift angkut barang atau orang dan lain-lain

yang sejenis bersifat sementara harus memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 180

Penempatan dan pemakaian alat-alat besar untuk pelaksanaan kegiatan

membangun, tidak boleh menimbulkan bahaya, merusak dan atau gangguan

tethadap bangunan maupun lingkungannya.
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Pasal 181

Bedeng, bangsal kerja, kamar mandi, kakus harus disediakan oleh
pemborong untuk para pekerja sesuai dengan kebutuhan dan
penempatannya tidak boleh mengganggu lingkungan sekitarnya serta
harus memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal imi,
harus dibongkar dan dibersihkan apabila pelaksanaan kegiatan
membangun telah selesai.
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Paragraf 3

Hasil dan Mutu Pelaksanaan Membangun

Pasal 182
Pada pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. harus
diawasi oleh tenaga ahli sesuai bidangnya antara lain .
a Pekergaan galian atau tanah untuk kedalaman lebih dari 2 m dan
atau dilokasi yang rapat ;
b. Pekerjaan sturuktur penahan tanah
c. Pekerjaan dewatering (dinding penahan air sementara )
d Pekerjaan pondasi dalam
e. Pekerjaan sturktur bangunan khusus
Tenaga ahli yang dimaksud ayat (1 ) pasal ini. harus memiliki surat
keterangan keahlian dari pendidikan formal sesuai bidangnya.

Pasal 183
Penggalian pondasi atau basement yang memerlukan dinding penahan
air sementara atau dewatering. pelaksannaanya tidak boleh merusak
lingku1gan sekitarnya ;
Tata cara dan persyaratan pelaksaaan dewatering ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 184
Pada pekerjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan sambungan,
harus dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh tenaga ahli agar

sambungan tersebut berfungsi sesuai dengan perancangan ;
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Pada pekerjaan pondasi tiang baja, harus dilakakan pengawasan dan
pengamatan oleh tenaga ahli terhadap gejala kelelahan tiang dimaksud
akibat pemacangan.

Pasal 185
Pekerjaan tertentu yang menurut Kepala Daerah memerlukan keahlian
khusus harus dilakukan oleh tenaga ahli ;
Percobaan pembebanan untuk struktur bangunan harus dilaksanakan
oleh pemborong dan diawasi oleh Direksi Pengawas serta mengikuti
persyaratan teknis standar dan prosedur yang berlaku

Pasal 186
Apabila mutu bahan dan atay hasil pelaksanan kegiatan membangun
ditagukan, maka harus dilakukan pengujian dan pengakajian serta
hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah
Apabila mutu bahan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Daerah dapat
memerintahkan untuk mengganti bahan yang sudah terpasang ;
Mutu bahan struktur bangunan yang belum lazim digunakan harus
dibuktikan terlebitt dahuly dengan test atau diuji oleh instansi yang
berwenang.

Pasal 187
Apabila dalam pelaksanaan membangun terjadi kegagalan struktur,
maka pelaksanaan membangun harus dihentikan dan ditakukan

pengamanan terhadap bangunan manusia dan lingkungan ;
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(2)  Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan struktur sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, teryata tidak dapat diatasi dengan
perkuatan dan dapat mengakibatkan keruntuhan, maka bangunan

tersebut harus dibongkar.

Pasal 188

Pada pelaksanaan pemasangan instalasi listrik, tata udara gedung plambing

serta instalasi lainnya dalam gedung harus aman tidak boleh mengganggu atau

mengurangi kekuatan struktur bangunan

Paragraf 4
PENGAWASAN LINGKUNGAN

Pasal 199

(1) Pekerjaan galian dan penimbunan hasil galian serta penimbunan bahan-

bahan tidak boleh menimbulkan bahaya atau gangguan lingkungan ;

(2)  Setiap pekerjaan galian lebih dalam dari 2 meter, harus diamankan dari
bah.ya terjadinya kelongsoran dengan cara memasang kontruksi

pencegah kelongsoran yang perencanaan dan teknis pelaksanaannya

telebih dahulu disetujui oleh Kepala Daerah

(3)  Pekerjaan galian dan pemasangan struktur pencegah kelongsoran

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini, harus selalu diawasi

oleh tenaga ahti
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Pasal 190

Pada pelaksanaan pondasi yang dapat mengakibatkan stabilitas
bangunan didaerah yang berbatasan dengan daerah pelaksanaan
terganggu, harus diadakan pengamanan sebelum pelaksanaan pondasi
tersebut dimulai atau diteruskan dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Kepala Daerah ;

Bagian penyusunan program dapat memerintahkan untuk mengubah
sistem pondasi yang dipakai apabila dalam pelaksanaanya mengganggu
dan atau membahayakan keamanan dan keselamatan lingkungan
disekitarnya.

Pasal 191
Untuk pelaksanaan bangunan tinggi dan atau bangunan lainnya dapat
menimbulkan jatuhnya benda-benda kesekitarnya harus dipasang jaring
pengaman ;
Pelaksanaan bangunan dibawah permukaan air dan dibawah pernukaa
tanah harus dibuat pengaman khusus agar tidak membahayakan bagi
para pekerja maupun lingkungan sekitarnya.

Pasal 192

Pemborong dan atau pemilik bangunan berkewajiban dengan segera

membersihkan segala kotoran dan atau memperbaiki segala kerusakan

terhadap prasarana dan sarana kota akibat pelaksanaan bangunan sehingga

berfungsi seperti keadaan semula.

(2)

(H

2)

(3)
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Pasal 193

Setiap kegiatan membangun yang dilaksanakan secara bertahap dan
atau berhenti pelaksaannya, maka penghentian pekerjaan harus pada
kondisi yang tidak membahayakan bangunan itu sendii dan
lingkungan sekitarnya ;

Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat,
pembuangan puing dan atau sisa bahan bangunan dari lantai tingkat
harus dilaksanakan dengan sistem tertentu yang tidak membahayakan
dan mengganggu lingkungan.

BAB IV

Izin Membongkar Bangunan

Pasal 194

Apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seturuh
bangunan, harus terlebih dahulu memeperoleh izin dari Kepala Daerah
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini,
pemohon terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan tertulis
kepada Kepala Daerah ;

Tata cara dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh
pemohon sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini, ditetapakan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 198

Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan izin

membongkar bangunan ;
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Penyimpangan teknis yang ditetapkan dalam izin merobohkan

bangunan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 196
Pelaksanaan merobohkan bangunan dilaksanakan, sesuai dengan izin
membongkar bangunan ;
Untuk merobohkan bangunan dengan cara teknologi tinggi, harus
dilaksanakan oleh tenaga ahli yang memenuhi persyaratan ;
Untuk keamanan dan keselamatan umum atau sekitar bangunan yang
dirobohkan harus diusahakan langkah-iangkah pengamanan antara lain

pemasangan pagar-pagar atau jaringan.

BABY
Ketentuan Retribusi

Pasal 197
Untuk setiap pemberian surat IMB dan izin membongkar bangunan
dikenakan retribusi ;
Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal
ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 198
Pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah ini diancam pidana
kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 5.000.000.- ( l.ima Juta Rupiah ) ;
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Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat { 1 ) pasal ini, adalah
pelanggaran.

BAB vl
PENYIDIKAN
Pasal 199
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Negeri Sipil ( PPNS )
dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (
PPNS ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini, berwenang :
a.  Menerima dilaporkan atau pengaduan dari seorang, tentang
adanya tindak pidana ;
b.  Menaklukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksanaan :
¢ Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerikasa tanda
penegenal diri tersangka ;
d.  Melakukan penyitaan benda atau surat ;
e.  Mengambil sidik jari dan memotret sesorang ;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;
g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaaan perkara ;
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h.  Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dani penyidik bahwa tinda terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik membenitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya ; .

i.  Mengadakan tindakan lain  menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 200
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 201
Peraturan daerah 101 berlahu pada tanggal diundangkan
Agar upaya sctiap  orang  dapat  mengetahuinsa.  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 05 Januan 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto
H. DJAZULIKURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Mewakili

dto
Drs. HILAL ARSYID

Pembina TK |
Nip. 440 008 607
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